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Abstrak
 

<p style="text-align: justify;">Tesis ini membahas tentang kasus penolakan pengangkatan pelaksana wasiat

menyebabkan wasiat menjadi terhambat pelaksanaannya. Permasalahannya adalah terdapat dua dokumen

yang disiapkan agar langsung ditandatangani oleh para ahli waris. Kedua dokumen tersebut tidak dibacakan

serta dijelaskan terlebih dahulu kepada para ahli waris, sehingga hanya 9 dari 15 ahli waris yang

menandatanganinya. Kedua dokumen tersebut yakni Akta Pernyataan Bersama dan Akta Kesepakatan

Bersama yang berisi mengenai pengangkatan pelaksana wasiat baru. Penulis mempertanyakan bagaimana

kedudukan kedua dokumen tersebut serta tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Metode

penelitian yang digunakan berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Penulis

menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Data hasil penelitian dianalisis secara

kualitatif lalu dijabarkan dalam bentuk deskriptif analitis. Kedudukan kedua akta yang ditolak para ahli

waris merupakan akta <em>partij </em>atau akta pihak yang mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta

di bawah tangan karena tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak dan para saksi. Tanggung jawab

notaris terhadap kedua akta yang tidak dibacakan, tidak diberikan atau diperlihatkan isinya, berdasarkan

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yakni notaris dapat diberi sanksi yang ditentukan

oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris juga dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata apabila isi

akta tersebut menimbulkan kerugian terhadap pembagian warisan.</p><hr /><p style="text-align:

justify;">This thesis discusses the case of rejection of the appointment of executor of a will which causes the

will to be hampered by its implementation. The problem is that there are two documents prepared to be

signed directly by the beneficiary. Both documents were not read out and explained in advance to the

beneficiaries, so only 9 of the 15 heirs signed. Both documents are the Deed of Joint Statement and

Collective Agreements concerning the appointment of executors of the new will. The author questioned how

the position of the both documents and the notary&rsquo;s responsibility for the deed made. The research

method used is normative juridical with descriptive analytical research typology. The author uses secondary

data collected through literature. The research data is analyzed qualititatively and then described in

descriptive analytical form. The position of the two deeds rejected by the beneficiary is the type of partij

deed or deed of the party that has power of proof such as the deed under the hand because it is not read by

the notary before the parties and witnesses. The notary&rsquo;s responsibility for the two deeds that are not

read out, not given or shown in their contents, based on Undang-Undang Jabatan Notaris and Kode Etik

Notaris, namely the notary may be sanctioned by Majelis Pengawas Notaris. Notary can also be asked for

civil liability if the contents of the deed cause a loss to the distribution of inheritance.</p><p style="text-
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